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Abstrak
 

Setelah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat beberapa kasus gagal bayar perusahan asuransi

yang menyebabkan pemegang polis mengalami kerugian, salah satunya yakni Kasus Asuransi Jiwa

Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912). Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: 1.

Bagaimana perlindungan hukum pemegang polis oleh peraturan perundang-undangan dan OJK dalam kasus

gagal bayar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912?, dan 2. Bagaimana peran dan tanggung jawab OJK

dalam upaya penyelesaian hak-hak pemegang polis dalam kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912?. Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti menggunakan metode penelitian yuridis

normatif dengan data sekunder dan melakukan studi kepustakaan serta menggunakan pendekatan penelitian

Perundang-Undangan dan pendekatan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Perlindungan

hukum pemegang polis yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara umum terdapat di dalam

UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tetapi dalam kaitannya dengan kasus gagal bayar AJB

Bumiputera 1912 terdapat permasalahan yakni tidak ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang

perusahaan asuransi berbentuk Asuransi Bersama (Mutual Insurance) sesuai dengan amanat dalam Pasal 7

ayat (3) UU 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sedangkan perlindungan hukum oleh OJK

dilakukan secara preventif sudah dilakukan dengan pemeriksaan, pengawasan dan rekomendasi untuk

melaksanakan serangkaian ketentuan dan persyaratan dan pedoman yang ada dalam POJK No. 73

/Pojk.05/2016. 2. Peran dan tanggung jawab OJK dalam upaya penyelesaian hak-hak pemegang polis sudah

dilakukan dengan menerapkan POJK Nomor 63 /POJK.05/2016. Tetapi peran dan tanggung jawab itu masih

belum maksimal sehingga sampai saat ini kasus AJB Bumiputera 1912 ini belum terselesaikan.

......After the establishment of Otoritas Jasa Keuangan (OJK), there were several cases of insurance company

that caused policy holders to suffer losses, one of the cases that occurred was the case of Asuransi Jiwa

Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912). The problems analyzed in this research are: 1. How is

the legal protection of policyholders by laws and regulations and OJK in the case of failure to pay of the

AJB Bumiputera 1912?, and 2. What are the roles and responsibilities of OJK in efforts to settle the rights of

policy holders in the case of failure to pay of AJB Bumiputera 1912?. The results of this study are: 1. Legal

protection for policyholders provided by legislation is generally contained in UU Nomor 40 Tahun 2014

tentang Perasuransian, but in relation to the AJB Bumiputera 1912 default case there is a problem, namely

that there is no special law that regulates insurance companies in the form of Mutual Insurance in

accordance with the mandate in Article 7 paragraph (3) of UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian. While legal protection by OJK is carried out in a preventive manner, it has been carried out

with inspection, guidelines contained in POJK No. 73 /Pojk.05/2016. 2. The roles and responsibilities of

OJK in efforts to settle the rights of policyholders have been carried out by implementing POJK Number 63

/ POJK.05/2016. But the roles and responsibilities are still not maximized so until now the case of AJB
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Bumiputera 1912 has not been resolve.


